a.

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/

LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 163/PMK.02/2016,
tanggal 31 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan |

Pasal 6 ayat (5), Pasal 10 ayat (7), Pasal 12

ayat (6), dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemer-
intah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusu- |

nan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/

tunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj '
a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Ang-
garan; ;

Mengingat : ,

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeri-
an Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik indo- |

' nesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran

PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan |
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran |

Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan 5

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan |
© TUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN REN-

Nomor 196/PMK.02/20156 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/
PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja clan Anggaran Kemen-
terian Negara/Lembaga clan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran;

bahwa clalam rangka pemantapan penerapan
kerangka pengeluaran jangka menengah, pen-
ganggaran berbasis

terpaclu, penganggaran

kinerja, serta memberikan pemahaman proses

bisnis penyusunan anggaran secara utuh, perlu |

mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk

penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan |

anggaran kementerian negara/lembaga dengan
petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar
isian pelaksanaan anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana |

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe- i

!
_E
|

Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
c MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-

CANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN |
NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR |
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang di- |
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang |
membidangi urusan tertentu dalam pemerintah-
an.

3. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan |
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10.

11.

12.

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan

lainnya.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan

pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan peng-

gunaan anggdaran Kementerian/Lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA un tuk melaksanakan sebagian ke-
wenangan dan tanggung jawab penggunaan ang-
garan pada Kementerian /Lembaga yang bersang-

kutan.’

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kement-
erian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat
APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat

Utama/lnspektorat atau nama lain yang secara

fungsional melaksanakan pengawasan intern

yang bertanggung jawab langsung kepada Men-

teri/Pimpinan Lembaga.

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/
Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah doku-
men perencanaan Kementerian/Lembaga untuk

periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Nega-
ra/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L
adalah dokumen rencana keuangan tahunan Ke-
menterian/Lembaga yang disusun menurut ba-

gian anggaran Kementerian/Lembaga.

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran
yang di berikan kepada Kementerian/Lembaga se-

bagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang se-
lanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah ba-
tas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan

RKA-K/L.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah |
¢ 23. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satu- i

batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialo-

~_ PENGUMUMAN/PERATU

kasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasar- :
kan hasil pembahasan Rancangan APBN yang |
dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan |
pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah

dan Dewan Perwakilan Rakyat.

. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari
suatu kegiatan atau hasil dari suatu program den-

gan kuantitas dan kualitas terukur.

 Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasil- |
kan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk |
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pro- |

gram dan kebijakan.

. Hasil adalah segala sesuatu yang mencermink- !

an berfungsinya Keluaran dari kegiatan dalam 1
(satu) program.

. Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutu-
han dana untuk mencapai tingkat Kinerja yang

ditargetkan dalam jangka menengah.

. Angka Dasar adalah indikasi pagu prakiraan maju
dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau
kegiatankegiatan tahun jamak berdasarkan kebi-
jakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan !
penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran

yang direncanakan.

_Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana .
Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam pra-
kiraan maju yang berupa program, kegiatan, Ke-

luaran, dan/atau komponen.

. Kelayakan Anggaran adalah penghitungan be- ‘
saran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan
sebuah Keluaran dengan mempertimbangkan sat- |

uan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi
yang memadai pada tahap perencanaan.

_ Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi an- |

tara objek dengan instrumen yang digunakan.

_ Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Ang-
garan Kementerian Negara/Lembaga yang selan- |

jutnya disingkat DHP RKA-K/L adalah dokumen

yang berisi rangkuman RKA-K/L per unit eselon | i
dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga |

yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan.

. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjut-
nya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan |

anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
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24.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

an kerja yang disusun oleh PA menurut unit esel- |

on | Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi
anggaran (portofolio).

DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang
dicetak secara otomatis melalui sistem, yang
berisi 'mengenai informasi Kinerja, rincian pen-
geluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan
penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai
dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.

Pasal 2
Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpi-

nan Lembaga menyusun RKA-K/L untuk Kement-

erian/Lembaga yang dipimpinnya.

RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa: 3

a. RKA-K/L Pagu Anggaran;

b. RKA-K/L Alokasi Anggaran; dan/atau

¢. RKA-K/L APBN Perubahan;

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab
secara formal dan materiil atas RKA-K/L untuk
Kementerian/Lembaga vyang dipimpinnya sesuai
dengan kewenangannya.

Pejabat eselon | atau pejabat lain yang memiliki !

alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai pen-
anggung jawab program bertanggung jawab se-
cara formal dan materiil atas RKA-K/L unit eselon
I yang disusunnya sesuai dengan kewenangan-
nya.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA- |

K/L kepada Menteri Keuangan sesuai dengan jad-
wal yang ditentukan.

' Pasal 3

RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedo-
man umum RKA-K/L, yang meliputi:
a. pendekatan sistem penganggaran, terdiri

atas:

1. penganggaran terpadu;

2. penganggaran berbasis Kinerja; dan

3. kerangka pengeluaran jangka menengah.
b. klasifikasi anggaran, terdiri atas: 4

1. kiasifikasi organisasi:

2. klasifikasi fungsi; dan

3. kiasifikasi jenis belanja.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

c. instrumen RKA-K/L, terdiri atas:
1. indikator Kinerja;

2. standar biaya; dan

3. evaluasi Kinerja.
Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
penganggaran berbasis Kinerja sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Kemen-
terian/Lembaga melakukan penataan Arsitektur
dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L.
Hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
dalam penyusunan RKA-K/L.
Dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran |
jangka menengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3, Kementerian/Lembaga
menyampaikan RKA-K/L disertai dengan Praki-
raan Maju. "
Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) harus dimutakhirkan oleh Kementerian/Lem- |
baga sesuai dengan substansi RKA-K/L yang dis- |
ampaikan.
Prakiraan Ma ju yang tel ah dimutakhirkan oleh °|
Kementerian/Lembaga
pada ayat (5) menjadi bahan bagi Kementerian |

sebagaimana dimaksud

Keuangan untuk melakukan reviu Angka Dasar
dalam rangka menyusun pagu tahun anggaran
yang direncanakan.

Pasal 4

Pedoman umum penyusunan RKA-K/L seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ter- :
cantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pedoman penyusunan Prakiraan Maju sebagaima- |
na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan pedo-
man reviu Angka Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (6) tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari |
Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 i

| RKA-K/L disusun berdasarkan: |
| 1as

Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L |

" untuk RKA-K/L APBN, atau Pagu- Perubahan

APBN untuk RKA-K/L APBN Perubahan:
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Hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja;
Renja K/L; - :
Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan |

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Per-
wakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan
Undang-Undang tentang APBN/Rancangan Un-
dang-Undang tentang APBN-Perubahan;

standar biaya; dan

kebijakan pemerintah pusat.

Pasal 6
Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendu-

. kungnya harus memen uhi kaidah-kaidah perenca-

. naan penganggaran se bagai berikut:

- a.

mencantumkan sasaran Kinerja dalam RKA-K/L

sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L

dan Rencana Kerja Pemerintah;

mencantumkan sasaran Kinerja sesuai dengan sa-

saran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja

Pemerintah, yang meliputi:

1. sasaran strategis dan Keluaran strategis {Ke-

luaran Kementerian/Lembaga) beserta indika-

tornya;

2. sasaran program dan Keluaran program (Kelu-

aran eselon I} beserta indikatornya; dan

3. sasaran Kinerja Keluaran (Keluaran level satu-

an kerja atau eselon ll) beserta indikatornya.
menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai den-

gan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Angga-

ran K/L;

menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L

sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan
dalam Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Ang-
garan K/L;

menjamin Kelayakan Anggaran dan mematuhi ke-
tentuan antara lain penerapan standar biaya ma-
sukan, standar biaya keluaran dan standar stru-
kur biaya, kesesuaian Jenuis belanja dan akun,
hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran

untuk kegiatan yang didanai dari penenmaan neg-

ara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pin-

jaman/hibah dalam negen, surat berharga syariah :

i

negara, badan layanan umum, kontrak tahun ja- °

(1

(2)

(3)

@

(5)

mak, dan pengalokasian anggaran yang akan dis- |

erahkan menjadi penyertaan modal negara pada |

badan usaha milik negara; dan
memastikan pencantuman tematik APBN pada
level Keluaran.

BAB I
PENYUSUNAN RKA-K/L
Pasal 7
Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon |
atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran

(portofolio) dan sebagai penanggung jawab pro- |

gram menyusun RKA-K/L dengan menggunakan

format RKA-K/L yang memuat rincian alokasi ber- |

dasarkan:

a. Angka Dasar; dan/atau

b. Inisiatif Baru.

RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1 ) harus dilengkapi dengan dokumen

pendukung antara lain berupa Tenn of Reference

(TOR)/Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan doku-

men terkait lainnya untuk:

a. rincian Angka Dasar yang mengalami peruba-
han pada level tahapan/komponen kegiatan;
dan/atau

b. rincian anggaran yang digunakan untuk men-
danai Inisiatif Baru,

RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun secara berjenjang yang terdiri atas:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
(RKA Satker);

b. RKA-K/L unit eselon I; dan

¢. RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga.

RKA-K/L unit eselon | sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pejabat

eselon | atau pejabat lain yang memiliki alokasi
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung
jawab program.

Format dan tata cara penyusunan RKA-K/L ter-

masuk penyusunan rumusan Kinerja tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB lil
PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L
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—_PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 8
Dalam rangka meningkatkan kualitas perenca-

naan penganggaran Kementerian/Lembaga, RKA-K/L

unit eselon | yang telah di}andatangani sebagaimana

a.

(M

(2)

(3)

. dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), disampaikan kepa- |
da: '

Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretar-
iat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Ke-
menterian/Lembaga untuk diteliti: dan

APIP K/L untuk direviu.

Pasal 9

Penelitian RKA-K/L unit eselon | oleh Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro |
Kementerian/
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dilakukan melalui verifikasi atas kelengka- :
pan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan
serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah |

Perencanaan/Unit Perencanaan

perencanaan penganggaran.

Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran doku- :
men yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam
penerapan kaidah-kaidah perencanaan pengang-

garan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difokuskan untuk meneliti:
a. konsistensi

dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja
dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerin-

tah;

b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan

Pagu Anggaran K/ L;

c. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L den-
gan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu

Anggaran K/L;

d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN

pada level Keluaran; dan

e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L
antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan doku- |

men pendukung terkait lainnya.

Hasil penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. APIP K/L untuk direviu; dan

b. unit eselon | yang memiliki alokasi anggaran
(portofolio) dan sebagai penanggung jawab

pencantuman sasaran Kinerja :

(4)

(1)

(2)

(3)

program untuk dilakukan perbaikan atau pe- |

nyesuaian apabila diperlukan. '
Pedoman penelitian RKA-K/L unit eselon | oleh :
Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretar-
iat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Ke-
menterian/Lembaga tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 10 ;
Reviu RKA-K/L unit eselon | oleh APIP K/L se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di-
lakukan untuk memberikan keyakinan terbatas ;
(limited assurance) dan memastikan kepatuhan
penerapan kaidah-kaidah perencanaan pengang-
garan.
Reviu RKA-K/L unit eselon | oleh APIP K/L se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan
pada: '
a. Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan se- |
buah Keluaran; :
b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah
perencanaan penganggaran antara lain pener- |
apan standar biaya masukan, standar biaya
keluaran, dan standar struktur biaya, peng-
gunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalo-
kasian anggaran untuk kegiatan yang didanai 5
dari penerimaan negara bukan pajak, pinja- |
man/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam
negeri, dan surat berharga syariah negara, |
penganggaran badan layanan umum, kontrak
tahun jamak, dan pengalokasian anggaran |
yang akan diserahkan menjadi penyertaan |
modal negara pada badan usaha milik negara;
c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L
antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan doku- :
men pendukung terkait lainnya; dan
d. rincian anggaran yang digunakan untuk men-
danai Inisiatif Baru dan/ atau rincian angga-
ran Angka Dasar yang mengalami perubahan
pada level komponen. :
Hasil reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada |
ayat (1) disampaikan kepada:
a. unit eselon | yang memiliki alokasi anggaran |
(portofolio) dan sebagai penanggung jawab |
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. (5)

M

(2

i

@

program untuk dilakukan perbaikan atau pe-

nyesuaian apabila diperlukan; dan

b. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekre-
tariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga.

Pedoman reviu RKA-K/L unit eselon | oleh APIP

K/L tercantum dalam Lampiran IV yang merupak-

an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men- |

teri ini.

APIP K/L dapat menyesuaikan dan mengembang-
kan langkah-langkah dalam pedoman reviu RKA-
K/L sebagaimana dimaksud pada ayat {4) sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik masing-mas-
ing Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

Penelitian RKA-K/L unit eselon | oleh Sekretariat |

Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat ¢.q. Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA-
K/L unit eselon | olen APIP K/L sébagaimana di-
maksud dalam Pasal 10.

Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-
K/L, Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sek-
retariat c.q. Biro Perencanaan /Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga dapat memberikan tanda
“@” pada RKA-K/L yang selanjutnya akan men-
jadi catatan di halaman IV DIPA.

Pasal 12

Unit eselon | yang memiliki alokasi anggaran {por- |

tofolio) dan sebagai penanggung jawab program

melakukan perbaikan atau penyesuaian RKA-K/L

unit eselon | berdasarkan:

a. hasil penelitian Sekretariat Jenderal/Sekretar-
iat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ |

Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga;
dan/atau -

b. hasil reviu APIP K/L.

RKA-K/L unit eselon | yang telah diperbaiki atau

disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :;

disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/Sekre-

tariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ i
Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk '

~ PENGUMUMAN/PERATURAN

dihimpun menjadi RKA-K/L lingkup Kementerian/ |

Lembaga.

Pasal 13

Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan f
pembahasan RKA-K/L dalam rarigka Rancangan Un-

dang-Undang tentang APBN dengan komisi terkait di

Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan difokuskan |
. pada rincian alokasi anggaran menurut unit organisa-

si, fungsi, dan program sesuai Formulir | RKA-K/L.

BAB IV
PENELAAHAN RKA-K/L
Pasal 14

(1) Meriteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang di-
tunjuk menyampaikan RKA-K/L lingkup Kemente-
rian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 12 ayat (2) dalam bentuk Arsip Data Komputer
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran dan Kementerian Perenca-
naan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan untuk dilakukan penélaahan dalam
forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Peren-
canaan Pembangunan Nasional/Badan Perenca-

naan Pembangunan.

(2) Penyampaian Arsip Data Komputer RKA-K/L se- |
bagaimana dimaksud pada ayat {1) dilengkapi :
dengan Arsip Data Komputer dokumen sebagai |

berikut:

a. surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani

oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat
yang ditunjuk;

b. daftar rincian Pagu Anggaran per satke es- |

elon 1; dan
c. BRKA Satker:

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran mengunggah Arsip Data Komputer
RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke
dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Ang-
garan Negara untuk dilakukan validasi.

(4) Dalam hal pada proses validasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) terdapat data yang tidak

sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Perbenda- |

haraan dan Anggaran Negara, RKA-K/L dikemba-
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

likan kepada Kementerian/Lembaga untuk dilaku-
kan perbaikan.

Pasal 15

Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk meneliti:

a. Kesesuaian pagu dan sumber dana dalam
RKA-K/L dengan Pagu Anggaran atau Alokasi
Anggaran atau pagu APBN-Perubahan K/L;

b. Kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, dan
anggarannya;

c. Relevansi komponen/tahapan, Keluaran, clan
anggarannya dengan sasaran strategis dan
sasaran program; dan

d. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja Ke-
menterian/Lembaga dengan Renja K/L dan
Rencana Kerja Pemerintah termasuk Prakiraan
Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud

pada ayat (‘1) difokuskan pada nnc1an anggaran

yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru.

Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam

catatan hasil penelaahan dan ditandatangani oleh
pejabat eselon Il dari Kementerian/Lembaga, Ke-
menterian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan, dan Kement-

erian Keuangan.

Tata cara penelaahan RKA-K/L termasuk penelaa-

han informasi Kinerja tercantum dalam Lampiran

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari '

Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Angga-
ran menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil
penelaahan menjadi himpunan RKA-K/L untuk
selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar |
penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang |
APBN beserta Nota Keuangannya. .
Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaima- :'
na dimaksud dalam Pasal 13 belum diterima
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli, Ran- |
cangan Undang-Undang tentang APBN, Nota '

(3)

(1)

(2)

(1

Keuangan, dan himpunan RKA-K/L disusun ber-
dasarkan RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.
Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota |
Keuangan, dan himpunan RKA-K/L sebagaimana
dimaksud péda ayat (1) disampaikan oleh Pemer-
intah kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling
lambat minggu kedua bulan Agustus untuk di-
lakukan pembahasan '

BAB V
PENYESUAIAN RKA-K/L DAN
PENETAPAN DHP RKA-K/L
Pasal 17 :
Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Un-

dang-Undang tentang APBN. antara Pemerin- )

tah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri |
Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran K/L. '
Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud _
pada ayat (1) menjadi dasar untuk penyesuaian
RKA-K/L oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga. ;

Pasal 18 |
Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana
dimaksud dalam Pasal’1 7 tidak mengakibatkan
perubahan RKA-K/L Pagh Anggaran yang telah
dibahas dan disetujui oleh p1mpman komisi ter-

" kait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpi-

(2)

(3)

nan Lembaga c.q. pejabat eselon | atau pejabat f
lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio)
dan sebagai penanggung jawab program me- |
nyampaikan RKA-K/L Alokasi Anggaran yang
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q. Direk-
torat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan lem-
bar persetujuan pimpinan komisi terkait di Dewan
Perwakilan Rakyat dan dokumen se bagaimana
dimaksud dalam Pas al 14 ayat (2).
RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan
DHP RKA-K/L.
DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direk-
tur Anggarah Bidang Perekonomian dan Kema-
ritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan |
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Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bi-
dang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
dan Bagian Angg'aran Bendéhara Umum Negara
atas nama Menteri Keuangan paling lambat min-
ggu ketiga bulan November.

Pasal 19

Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 17 mengakibatkan peruba-

han RKA-K/L Pagu Anggaran yang telah diba-
has dan disetujui oleh pimpinan komisi terkait

di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan

Lembaga c.q. pejabat eselon | atau pejabat lain

yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan

sebagai penanggung jawab program melakukan
penyesuman RKA-K/L Pagu Anggaran unit eselon

I menjadi RKA-K/L Alokasi Anggaran.

Dalam hal penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran

unit eselon | sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru ter-

masuk tambahan yang berasal dari hasil pemba-

hasan dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan

Rakyat, penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran

menjadi RKA-K/L Alokasi Anggaran tersebut ha-

rus dilengkapi dengan lembar persetujuan komisi
terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen
pendukung lainnya.

RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon | seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) beserta do-

kumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada:

a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekre-
tariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga untuk diteliti; dan

b. APIP K/L untuk direviu.

Penelitian dan reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran

unit eselon | sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) difokuskan untuk memastikan kebenaran

RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon | yang

mengalami perubahan beserta kelengkapan doku-

men pendukungnya.

Ketentuan mengenai penelitian RKA-K/L Alokasi |
Anggaran unit eselon 1 sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis dalam |

penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon

(6)

(7)

(8)

9)

(1)

(2)

| sebagaimana dimaksud péda ayat (4).

Ketentuan mengenai reviu RKA-K/L Alokasi Ang-

garan unit eselon | sebagaimana dimaksud dalam |
Pasal 10 berlaku mutatis mutandis dalam peneli- |
tian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon | seb- |

agaimana dimaksud pada ayat (4).

RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon | yang -
telah diteliti dan direviu disampaikan kepada unit |

eselon | yang memiliki alokasi anggaran (portofo- |

lio) dan sebagai penanggung jawab program un-
tuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila
diperlukan.

RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon | yang
telah diperbaiki atau disesuaikan sebagaimana di-
maksud pada ayat (7) diSampaikan kepada Sek-

retariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat |

c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kemen-

terian/Lembaga untuk dihimpun menjadi RKA-K/L |

lingkup Kementerian/Lembaga.

Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan

lembar persetujuan komisi terkait di Dewan Per- |
wakilan Rakyat terkait dengan hasil pembahasan

Rancangan UndangUndang tentang APBN belum *

diperoleh, Biro Perencanaan/Unit Pérencanaan
Kementerian/Lembaga memberikan tanda “@"
dan catatan dalam DHP RKA-K/L..

Pasal 20
Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon
| atau pejabat lain yang memiliki alokasi angga-

ran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab |

program menyampaikan RKA-K/L Alokasi Angga-
ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(7) dilengkapi lembar persetujuan komisi terkait
di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ke-
pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jen-
deral Anggaran dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pem-
bangunan untuk dilakukan penelaahan.

Penelaahan RKA-K/L Alokasi
agaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan

Anggaran seb-

pada RKA-K/L yang mengalami perubahan dan |

digunakan untuk Inisiatif Baru.
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(3) RKA-K/L Alokasi Anggaran yang telah ditelaah
menjadi bahan penyusunan DHP RKA-K/L.

{4) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direk-
-tur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kema-

ritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bi-

dang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,

dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

atas nama Menteri Keuangan paling lambat min-

ggu ketiga bulan November.

Pasal 21 .
DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat
(4) menjadi salah satu dasar penyusunan Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

BAB VI -
TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENGESAHAN DIPA K/L
Pasal 22

(1) Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA menyusun

DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasain- |

ya. :
(2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disu- :

sun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN.

(3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a.
b.

DIPA Induk; dan.
DIPA Petikan.

Pasal 23

(1) DIPA Induk terdiri atas:

a.
b.

(2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk memuat:

a.
b.

lembar Surat Pengesahan DIPA Induk;

halaman | memuat Informasi Kinerja dan Ang-

garan Program;

halaman Il memuat Rincian Alokasi Anggaran

per Satker; dan
halaman Ill memuat Rencana Penarikan Dana
dan Perkiraaan Penerimaan.

dasar hukum penerbitan DIPA Induk;
identitas unit dan pagu DIPA Induk;

c.
d.

€.

pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);
tanda tangan pejabat yang mengesahkén
DIPA Induk; clan | |
kode pengaman berupa digital stamp.

(3) Halaman I, halaman Il, clan halaman Il DIPA In-
duk dilengkapi dengan: '

a.

b.

tanda tangan pejabat eselon | yang merupak-
an penanggung jawab pelaksanaan program .
dan memiliki alokasi anggaran (portofolio);
dan

kocle pengaman berupa digital stamp.

(4) Pernyataan syarat clan ketentuan (disclaimer) se-

bagaimana dimaksucl pada ayat (2} huruf ¢ meli-

puti Hal-hal sebagai berikut:

a.

DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut
dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk ma-
sing-masing satuan kerja;
pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan
pengesahan DIPA Petikan;
DIPA Induk tidak berfungsi sebagai “dasar
pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan ;'
dana/pengesahan bagi Bendahara Um um
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
informasi mengenai KPA, Bendahara Pengelu-
aran, dan Pejabat Penanda tangan Surat Per-
intah Membayar untuk masing-masing satuan
kerja terdapat pada DIPA Petikan;
rencana penarikan dana dan perkiraan penen-
maan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA
Incluk merupakan akumulasi rencana penari-
kan dana dan perkiraan penerimaan dari selu-
ruh satuan kerja;

tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi
yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya
berada pada PA/KPA; dan

DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari
2.XXX sampai dengan 31 Desember 2.XXX.

Pasal 24

(1) DIPA Petikan terdiri atas:

a.
b.

lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan;
halaman | memuat Informasi Kinerja dan Sum- |
ber Dana yang terdiri atas:
1) halaman 1A mengenai Informasi Kinerja;

dan
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2) halaman IB mengenai Sumber Dana;

c. halaman Il memuat Rincian Pengeluaran;

d. halaman lll memuat Rencana Penarikan Dana
dan Perkiraaan Penerimaan; dan

e. halaman IV memuat Catatan.

(2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan memuat :

antara lain:

a. dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;

b. identitas dan pagu satuan kerja;

c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);
dan

d. kode pengaman berupa digital stamp.

Halaman |, halaman |l, halaman lll, dan halaman

IV DIPA Petikan dilengkapi dengan kode pen-

gaman berupa digital stamp.

Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) se-

bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meli-

puti hal-hal sebagai berikut:

a. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program,
Unit Organisasi, dan Kementerian/Lembaga);

b. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui
sistem yang dilengkapi dengan kode pen-
gaman berupa digital stamp sebagai penggan

(3)

ti tanda tangan pengesahan (otentifikasi);

c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelak-
sanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan
dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Neg-
ara/Kuasa Bendahara Umum Negara;

d. rencana penarikan dana dan perkiraan penen- |

maan yang tercantum dalam halaman Ill DIPA
Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksa-
naan kegiatan;

e. tanggung jawab terhadap penggunaan dana
yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuh-
nya berada pada PA/KPA; _

f. dalam hal terdapat perbedaan data antara
DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA
Kementerian. Keuangan maka yang berlaku
adalah data yang terdapat di dalam database
RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (ber-
dasarkan bukti-bukti yang ada); dan

g. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari
2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX. .

(5)

informasi mengenai:

a. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi -§

Catatan dalam Halaman |V DIPA Petikan seb- |
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat |

dengan dokumen se bagai dasar pengaloka-

sian anggaran, yaitu persetujuan Dewan Per- |
wakilan Rakyat, hasil reviu/audit dari Badan |

Pengawasan Keuangan. dan Pembangunan
(khusus untuk dana optimalisasi), naskah
perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri/Pinja-
man Hibah Dalam Negeri dan nomor register
(khusus yang bersumber dana Pinjaman Hibah
Luar Negeri/Pinjaman Hibah Dalam Negeri);

b. alokasi anggaran yang masih terpusat dan
belum didistribusikan ke satuan kerja-satuan
kerja daerah;

c. Kel uaran cadangan;

d. alokasi anggaran yang ditunda (self blocking) |

sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat
dalam rangka pengenclalian dan pengamanan
pelaksanaan anggaran;

e. alokasi anggaran yang digunakan clalam rang-
ka pengesahan;

f. tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/ '

atau
g. pencantuman volume pembangunan/renova-
si bangunan/gedung negara clan pengadaan
' kenclaraan bermotor.

Pasal 25

DIPA Petikan digunakan sebagai clasar pelak-
sanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/

pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan
yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.

Pasal 26

Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, -PA
dapat menunjuk clan menetapkan pejabat eselon | |
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) clan seb- |

agai penanggung jawab program sebagai pejabat pen-
andatangan DIPA Induk.

Pasal 27
(1) Pejabat penandatangan DIPA Induk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 meneliti kebenaran

substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh peja-
bat penandatangan DIPA Induk disampaikan ke-
pada Direktur Jenderal Anggaran.

(3) Direktur Jenderal Anggaran menetapkan batas

(2)
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akhir waktu penerimaan DIPA Induk.

Pasal 28

(1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi

laku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/;
PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kement- |

. erian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian ?

atas DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh |
| nesia Tahun 2015 Nomor 1088) sebagaimana telah
- diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

pejabat penandatangan DIPA Induk berdasarkan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(2)
bagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
Keuangan mengesahkan DIPA untuk bagian ang-
garan Kementerian/Lembaga.

(3)

ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Ang-

garan atas nama Menteri Keuangan.

Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Ang-

garan dilakukan dengan menandatangani lembar

Surat Pengesahan DIPA Induk.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan

pengesahan atas DIPA Petikan.

Berdasarkan pengesahan DIPA Induk, DIPA Peti-

kan untuk masing-masing satker dicetak secara

otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan
kode pengaman berupa digital stamp sebagai
pengganti tanda pengesahan (otentifikasi).

(4)

(5)

(6)

Pasal 29
Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA

: tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan

: dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA seb-

agaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku

f— mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA berdasar-
| kan APBN Perubahan.

Pasal 31
Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka

Berdasarkan hasil validasi atas DIPA Induk se- |

Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indo-

196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Meriteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 ten-
tang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada

penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesa- |

han DIPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur |

Jenderal Anggaran.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber- !

dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1624), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. !

Pasal 33 i

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- i

gal diundangkan. _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo- |
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
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Catatan Redaksi :

i - Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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